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Penelitian ini dilatar belakangi masalah yang diperoleh peneliti dari hasil 
observasi awal dan pengalaman sebagai pemustaka di perpustakaan, nampaknya 
perpustakaan ini sudah menerapkan undang-undang hak cipta seperti adanya 
kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya belum terealisasi 
dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah 
berikut:(1)Bagaimana penerapan undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 
diperpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia.(2)Bagaimana 
hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
diperpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia dalam 
melindungi hak cipta?. 
Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang hak 
cipta di perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai subjek untuk  
melakukan wawancara dengan alat bantu berupa pedoman wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diperpustakaan Utsman Bin 
Affan Universitas Muslim Indonrsia telah diterapkan, dalam hal ini pengelola 
perpustakaan menyadari pentingnya undang-undang hak cipta untuk diterapkan 
agar tidak menimbulkan kerugian. Terkait masalah penggandaan koleksi pada 
perpustakaan baik itu dilakukan dengan cara fotocopy ataupun memotret, hal 
tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta selama kegiatan tersebut 
dilakukan demi kepentingan penelitian dan pendidikan. Adapun hambatan 
penerapan undang-undang hak cipta dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka dari 
itu peneliti kemudian memberikan saran  supaya pihak pengelola lebih tegas lagi 
dalam menerapkan Undang-Undang hak cipta sehingga pemustaka tidak akan 








BAB  I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah   
Hak cipta adalah bagian dari (Hak atas kekayaan intelektual) yang mengatur 
perlindungan berbagai ragam karya cipta antara lain seperti karya tulis, termasuk 
ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau senimotografi. Hal 
ini diatur dalam pasal 12 undang-undang hak cipta no.19 tahun 2002 mengenai 
jenis ciptaan ( Soelistiyo,2011:11). 
Undang-Undang hak cipta (Undang-Undang selanjutnya akan disebut UU) 
yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014. Tentunya UU 
tersebut mengalami banyak perubahan, UU yang pertama kali mengatur hak cipta 
adalah UU Tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No.7 Tahun 1987 dan 
diperbaharui lagi menjadi UU No.12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan 
UU No.19 Tahun 2002, kemudian dicabut dan diubah dengan UU No. 28 Tahun 
2014 tentang hak cipta. Hal ini menjadi bukti adanya keinginan dari bangsa 
Indonesia yang berusaha untuk membuat suatu UU hak cipta sendiri untuk 
menggantikan Auterset 1912 stb. No.600, yang merupakan peninggalan Hindia-
Belanda (Saidin, 2004:57). 
Sebagaimana dinyatakan oleh Sulistiyo (2011:93-94) dan Saidin (2004:56) 
bahwa setiap kelahiran suatu karya cipta baik dalam bidang pengetahuan, seni, 







tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memilih nilai 
ekonomi serta kemamfaatan. Sebarapa pun kecilnya nilai ekonomi itu ada dan 
kerenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lahirnya 
karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti karya ilmiah tidak dapat 
dilepaskan dari sumber utamanya yaitu kampus dan kalangan intelektualitas 
karena karya tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan status akademik 
sebagaimana dinyatakan oleh (Sulistiyo Basuki 201:1999). 
Secara harfiah hak cipta berasal dari 2 kata yaitu hak dan cipta dalam 
kamus bahasa Indonesia kata hak berarti suatu kewenangan yuang diberikan 
kepada pihak tertentu yang bersifat bebas untuk digunakan atau tidak. 
Sedangkan kata ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan 
akal, pikiran, perasaan, pe ngetahuan, dan pengalaman. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa hak cipta berkaitan dengan intelektual manusia. 
Secara subtansi pengertian HAKI  dapat dideskripsikan sebagai ha katas 
kekayaan yang ada karena kekayaan inteletual tersebut adalah berkenaan 
denga kognisi, yaitu kecerdasan, daya fikir, atau produk pemikiran manusia ( 
Suwarno,2011:92). 
Pada kenyatannya kasus demikian sudah sangat umum dilakukan oleh 
penerima jasa fotokopi yang ada dilingkungan Universitas, hal tersebut 
dilakukan tanpa mengindahkan UU hak cipta. Kenyataan ini merupakan suatu 
realita sosial yang tolak belakang dari apa yang seharusnya terjadi, karena bila 







Indonesia dan sudah semestinya ikut berperan dalam menegakkan hukum, 
bukan malah ikut mendukung pelanggaran terhadap hukum apalagi jika 
ditinjau dari sisi keagamaan, mayoritas mahasiswa tentunya tahu dan dapat 
membedakan mana tindakan yang baik dan mana yang buruk , mana yang 
halal dan mana yang haram. 
Peneliti tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih lanjut dalam lingkup 
yang lebih sempit , perpustakaan sebagai jantung pendidikan . Ada pun alasan 
peneliti melakukan penelitian di perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 
Muslim Indonesia adalah perpustakaan yang memiliki kebijakan terkait 
dengan hak cipta, yaitu dalam fotokopi skripsi. Kebijakan perpustakaan yang 
berbeda-beda ikut menentukan bagaimana UU hak cipta itu diterapkan di 
perpustakaannya seperti yang ingin peneliti tindak lanjuti dalam hal pengadaan 
koleksi batasan mengkopi bahan pustaka, setiap perpustakaan dalam konteks 
ini adalah perguruan tinggi mempunyai kebijakan yang berbeda-beda 
contohnya perbedaan dalam mengkopi skripsi. 
Berdasarkan urain diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian yang berjudul Penerapan Undang-Undang No.28 Tahun  2014 
Tentang Hak Cipta pada perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 








B. Rumusan Masalah 
Sesuai apa yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, 
maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Perpustakaan 
Usman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia? 
2. Apakah hambatan-hambatan dalam Penerapan Undang-Undang  No.28 
Tahun 2014 di Perpustakaan Usman Bin Affan Universitas Muslim 
Indonesia? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian  
Penelitian ini berfokus pada Penerapan Undang-Undang No.28 Tahun 
2014 Tentang Hak cipta di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 
Muslim Indonesia. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi seperti yang 
dijelaskan secara terperinci pada pasal 40 Undang-Undang Tahun 2014 adalah 
dalam Karya bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Peneliti hanya 
membatasi pada karya cetak yang berada di perpustakaan Utsman Bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia. 
2. Deksripsi  fokus  
 Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi maka penulis 







Penerapan (implementasi) yaitu menyangkut hal-hal menjadi ketetapan. 
Meliputi segala upaya yang diterapkan dalam lingkup Perpustakaan Usman 
Bin Affan Universitas Muslim Indonesia dalam memberdayakan informasi 
berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014  pasal 12 dan pasal 15. 
Hak cipta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak ekslusif dari 
pencipta yang dilindungi sebagai ciptaan berupa bahan pustaka yang ada di 
dalam perpustakaan Utsman Bin Affan. 
Dalam penelitian ini penulis akan meneliti penerapan Undang-Undang hak 
cipta No. 28 Tahun 2014, terkait dengan koleksi yang berada di perpustakaan 
Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia. 
Kebijakan perpustakaan, yakni hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan 
dalam mengatasi segala kemungkinan yang dapat terjadi menyangkut 
pelanggaran hak cipta. 
D. Tujuan dan mamfaat penelitian  
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:   
1) Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 
yaitu: 
a) Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun di 







b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terdapat dalam penerapan 
Undang-Undang di Universitas Muslim Indonesia 
2) Adapun penelitian ini diharapkan bermamfaat untuk: 
a) Mamfaat ilmiah  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 
pengetahuan untuk kepentingan pengembangan teori tentang 
kebijakan perpustakaan dalam melindungi hak cipta 
b) Manfaat praktis 
1) Bagi peneliti 
Peneliti dapat menambah wawasan dan meningkatkan 
pengetahuan tentang undang-undang hak cipta agar dapat 
membedakan pelanggaran dan batas wajar 
2) Bagi pimpinan perpustakaan  
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bijak bagi 
seseorang pimpinan perpustakaan untuk lebih memikirkan 
dan merumuskan konsep tentang kebijakan 
perpustakaannya 
3) Bagi pustakawan 
Memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi pihak 
yang bersangkutan dalam melindungi hak cipta . 
4) Bagi pengguna ciptaan  
Adanya kesadaran setiap pengguna karya cipta dalam 






5) Bagi pencipta 
Pencipta karya intelektual dapat memahami bahwa tugas 
perpustakaan adalah menyebarkaninformasi, semata-mata 
untuk kepentingan akademik bukan komeesial. 
E. Kajian pustaka 
Kajian pustaka akan mempermudah penelitian tentang penerapan undang-
undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sejumlah daftar bacaan yang 
berkaitan dengan penulisan ini sebagai berikut: 
1. Perpustakaan dan buku: wacana penulisan dan penerbitan, ditulis oleh 
wiji suwarno (2011) buku yang membahas mengenai hak atas 
kekayaan intelektual (HAKI). 
2. Pengantar ilmu perpustakaan ditulis oleh sulistiyo basuki (1993) buku 
yang membahas tentang hak cipta buku tersebut membahas mengenai 
batasan hak cipta yang dijabarkan dalam UU sebagai kontol bagi 
siapapun yang menerapkan hak cipta. 
3. Undang-undang HAKI : Ha katas kekayaan intelektual ditulis oleh 
sinagar grafika (2009) buku ini membahas tentang Undang-undang 
yang membahas tentang hak cipta. 
4. Sebelumya sudah ada peneltian yang serupa yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Anik  Rosidah dari jurusan ilmu perpustakaan fakultas 
adab dan ilmu budaya, Tahun 2013 dengan judul implentasi undang-
undang nomor 18 tahun 2002 tentang hak cipta pada perpustakaan 






ada juga dari Universitas islam negeri Alauddin Makassar yang ber 
nama Muhdar alkahfi dengan judul yang sama tetap dengan tempat 




























A. Penerapan  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), penerapan adalah 
perbuatan menerapkan, sedangkan menurut para ahli, penerapan adalah suatu 
perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai 
tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 
kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 
Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti 
mengimplentasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa 
undang-undang, peraturan pemerintah,keputusan peradilan dan kebijakan yang 
dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 
Usman Nurdin (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada 
aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem . implementasi 
bukan sekedar aktvitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 
tujuan kegiatan. 
Guntur Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan 
aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 
untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang 
efektif. 
Maznanian & paul Sabatier dalam bukunya implemention and public 






keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 
namun dapat pula berbrntuk perinyah-perintah atau keputusan eksdkutif yang 
penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 
tujuan atas sasaran yang ingin dicapai. Dan berbagai cara untuk 
menstrukturkan atau mengatur proses implentasinya. Penerapan menurut 
Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk 
undang-undang juga berbentuk perintah dan keputusan yang penting atau 
seperti keputusan badan peradilan. Proses penerapan ini berlangsung setelah 
melalaui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang 
kemudia  output kebijakan  ddalam bentuk pelaksanaan keputusan dan 
seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 
Van Meter dan Van Horn (2008:65) penerapan merupakan tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, 
penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui 
sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat. 
Implementasi secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus 
Webster yang dikutip oleh Abdul Wahab adalah konsep implementasi berasal 
dari bahasa inggris yaitu to implement dalam kamus Webster tp implement ( 
mengimplementasikan) berarti to prodive the means for carrying out 






(untuk menyimpulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu )” ( Webster dalam 
Wahab,2004:64). 
Secara sederhana penerapan bisa diartikan pelaksana. Majone dan 
Wildavsky ( Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan bahwa penerapan 
sebagai evaluasi. Browne dan Wildasky ( Nurdin dan Usman 2004:70), 
mengumukakan bahwa penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling 
menyesuaikan. Pengertian penerapan sebagai aktivitas yang saling 
menyesuaikan dan juga dikemukakan oleh Mclouhhin (Nurdin dan Usman 
,2004). Adapun Schubert ( Nurdin dan Usman ,2002:70), mengemukakan 
bahwa penerapan adalah system rekayasa. 
Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata penerapan bermuara pada 
aktivitas, adanya aksi tindakann atau mekanisme suatu system. Ungkapan 
mekanisme mangandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi 
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 
berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
B. Hak cipta 
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kakayaan intelektual. Namun 
hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya 
(seperti paten, yang memberikan hak monopoli untuk melakukan atas 
penggunaan invensi) karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk 
melakukan sesuatu, melaikan hak untuk mencegah orang lain untuk 






gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau tehnik yang mungkin terwujud dan 
mewakili di  dalam ciptaan. ( Suwarno,2011:94-95).  
Di Indonesia undang-undang Hak citpa dibuat oleh pemerintah Hindia 
Belanda, dikenal dengan nama Auterswet 1912.Selama puluhan tahun 
Autersewet menjadi bahan pedoman di Indonesia. Kemudian Auterswet 
dianggap ketinggalan zaman, tidak mampu mengengani berbagai masalah 
yang timbul akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pada 
tahun 1982. Undang-undang Auterswet digantikan oleh undang-undang hak 
cipta pada tahun 1982. Undang-undang berumur panjang sebelum sempat 
dilaksanakan secara menyeluruh, undang-undang tersebut digantikan oleh 
undang-undang hak cipta 1987,dikenal dengan nama resmi undang-undang 
Nomor 7 tahun 1987. Kemudian undang-undang tersebut diperbaharuiUndang-
undang Nomor 12 tahun 1997, dan pada akhirnya dengan undang-undang 
Nomor 19 tahun 2002 dan dipebaharui lagi Undang-undang Nomor 28 tahun 
2014. 
Ada pun pasal 40 dan 43 yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Pasal 40 
Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra  
a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis ilmiah yang diterbitkan 






b. Ceramah, kuliah, pidato,dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan 
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks 
e. Drama atau drama musical, tari pewayang dan pantomime 
f. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar dan seni 
kaligrafi, dan seni terapan 
g. Karya seni terapan 
h. Karya arsitektur 




m. Terjemah tafsir, saduran,bunga rampai, data base dan hasil karya 
orang lain. 
n. Potret 
o. Terjemahan, adaptasi, bunga rampai, basis data, atau modifikasi 
eksperesi budaya tradisional. 
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca. 
dengan program computer maupun media lainnya. 
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli. 






s. Program komputer 
Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, 
termasuk perlindungan terhadap ciptaan memungkinkan 
penggandaan ciptaan tersebut. 
2. Pasal 43 
Dengan syarat bahwa sebelumnya harus disebutkan atau dicamtumkan 
tidak dianggap pelanggaran hak cipta. 
a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan penggandaan 
lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 
b. Pengumuman pendistribuan, komunikasi dan penggandaan segala 
sesuatu yang dilaksanakan oleh atas nama pemerintah, kecuali 
dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 
pernyataan bahwa ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan 
tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian dan 
penggandaan. 
c. Perbuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media 
tehnologi  informasi dan komunikasi  yang bersifat komersial dan 
menguntungkan pencipta atau pihak yang terkait, atau pencipta 
tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan 
penyebarluasan tersebut. 
d. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan 







C. Hak Ekonomi dan Hak  Esensi Moral  
1. Hak ekonomi 
Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi,adaptasi 
distribusi dan komunikasi (penyiaran,pengabelan (cabling) dan pertunjukan 
public). ( Tanu hendra Atmaja,154:155). 
Hak ekonomi merupakan hal  yang paling subtansial dalam hak kekayaan 
intelektual. Perbanyakan berarti penggandaan dalam bentuk kongkrit melalui 
cetakan alat scanner, mesin fotocopi dan sebagainya setiap ciptaan dalam 
umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Masa 
berlaku hak ekonomi terhitunan mulai tanggal 1 januari. Sementara itu,masa 
berlaku jenis ciptaan buku ialah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. 
Setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 januari. 
Perpustakaan Utsman Bin Affan Muslim Indonesia memiliki koleksi 
tercetak yang terletak di dalam ruangan koleksi dan memiliki jumlah yang 
banyak. Dalam ruang koleksi perpustakaan tersebut, terdapat banyak koleksi 
perpustakaan berupa koleksi tercetak yang memiliki jenis yang berbeda, salah 
satunya buku. Buku-buku tersebut seringkali dipinjamkan kepada pemustaka 
yang ingin meminjam buku. Dari sekian banyak buku yang dipinjamklan 
banyak buku yang mulai rusak dari sampul yang terlepas hingga isi buku yang 
mulai rusak. Perpustakaan tersebut mengambil langkah atas adanya buku yang 
rusak dengan cara menggandakan koleksi tersebut. Dalam proses penggandaan 






yang digandakan. Yang dimaksuf dengan satu eksamplar adalah perpustakaan 
hanya menggandakan satu model dari setiap jenis buku. 
Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pasal 47 dijelaskan bahwa 
setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat 
membuat satu salinan ciptaan atauu bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta No.28 Tahun 2014 pasal 47. 
a. Penggandaan tulisan secara reprogratif yang telah dilakukan 
pengumuman, diringkas,atau dirangkum untuk memenuhi permintaan 
seseorang dengan syarat: 
1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan 
tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau 
penelitian. 
2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika 
dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus 
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. 
3. Tidak ada lesensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen 
kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan 
dengan bagian yang digandakan. 
b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian 
salinan yang diperlukan atau penggantian salinan dalam hal salinan 
hilang, rusak, atau musnah dan koleksi permanen di perpustakaan 






1. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh      
salinan dalam kondisi  wajar. 
2. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika 
dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus 
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. 
c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran 
informasi antar perpustakaan antar lembaga arsip, serta antara 
perpustakaan dan lembaga arsip. 
 Kemudian perpustakaan dalam menghadapi kekurangan koleksi dan 
pemeliharaan koleksi, perpustakaan melakukan penggandaan koleksi agar 
koleksi dapat digunakan kembali dan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka 
yang membutuhkan. Sesui dengan peraturan yang ada, perpustakaan telah 
melakukan penggandaan dengan keadaan waktu yang sesuai dikarenakan 
menurut Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 47 dijelaskan pembuatan salinan 
yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, dari 
koleksi di perpustakaan. 
1. Hak moral 
Hak moral adalah  hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku 
(seni, rekaman dan siaran ) dengan tidak bias dihilangkan dengan cara 
apa pun. Walau pun hak cipta atau hak yang terkait  telah dialihkan. 
Contoh pelaksananaanya hak cipta adalah pencantuman nama 






tersebut sudahh dijual untuk dimamfaatkan pihak lain 
(Suwarno,2011: 96-97). 
Sedangkan hak moral yaitu dalam masa berlakunya hak moral ditentukan 
sekurang-kurangnya sama dengan masa perlindungan hak ekonomi.berarti 
selama hidup pencipta dan berlaku 50 tahun setalah kematiannya dari segi 
subtansi, hak moral sesungguhnya tidak memperoleh pengaturan secara 
memadai di awal penyususnan konvensi bern. Fakta sejarah ini 
menggambarkan bahwa sejak awal lebih mengedepankan peraturan hak 
ekonomi, sedangkan hak moral diadopsi pada tahun 1982 ketika konvensi 
tersebut baru di revisi. 
Dalam buku yang ditulis oleh ( Sulistiyo Basuki,2011:57-60) 
mengemukakan dalam khazanah ilmu pengetahuan, seni dan sastra tidak 
semua ciptaan dibuat dengan orientasi dan motif ekonomoi. Ada baiknya 
sebuah ciptaan dibuat sebagai ekspersi. Dedikasi pribadi bertema ritual, 
pemajuan atau bentuk-bentuk persembahan berdasar tradisi dan budaya 
leluhur. Ciptaan-ciptaan seperti ini bukan merupakan komoditi komersial yang 
bebas dieksplotiasi. 
Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, suatu ciptaan 
dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan 
pemamfaatan nilai-nilai ekonominya. Bentuk-bentuk pemamfaatannya sangat 






demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa eksploitasi dapat berlangsung 
dalam bentuk memperbanyak atau mencantumkan ciptaan. 
Secara normative, yang dimaksud dengan memperbanyak antara lain 
adalah menambah jumlah sautu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun 
bagian yang sangat subtansi dengan menggunakan bahan-bahan yang sama 
atapun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau 
temporer. Adapun yang dimaksud dengan menggumumkan meliputi tetapi 
tidak terbatas pada kegiatan pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran 
atau penyebarab suautu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga 
suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. 
Pada dasarnya  pengakuan terhadap hak moral ditimbulkan dari konsep 
pemahaman bahwa karya cipta merupakan eksperesi dari pencipta. Secara 
ringkas lingkung hak moral mencakup atribusi, integritas dan asosiasi. 
Ketiganya dapat di hapuskan tapi tidak biasa dialihkan bersama-sama dapat 
saja dilakukan sekedar untuk kepentingan keluwesan dalam menampilkan 
siapa penciptanya. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai kesepakakatan para 
pencipta semuanya dan tidak ada niat buruk untuk merugikan kepentingan 
salah satu atau beberapa pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta 
dapat dilakukan. Sebaliknya, mengalihkan identitas pencipta kepada pihak lain 
yang bukan pencipta, tidak dapat dilakukan pencipta dapat saja menggunakan 
nama samara, tetapi tidak bias menggunakan nama orang lain atas nama 






D. Norma  Pembatasan Hak Cipta  
1. Pembatasan menurut undang-undang hak cipta  
Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk 
menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan.dalam hal ini akan lebih 
tepat apabila pentuan pelanggaran hak cipta didasarkan dengan ukuran 
kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling subtansial dank has yang 
menjadi ciri dari ciptaan, meski pun pemakaian itu kurang 10%. Pemakaian 
ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya 
disebut atau dicamtumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk 
kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya 
kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian 
dan  pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang 
berwajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah 
pengembalian ciptaan untuk pertunjukan pementyasan yang tidak dekenakan 
bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman 
sumber ciptaan yang di kutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan 
pencantuman sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama pencipta, 
dan nama penerbit jika ada, yang dimaksud atau pemegang hak cipta adalah 
suautu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 
mamfaat ekonomi atau ciptaan (sinar grafika,2009:39). 
2. Batasan Hak Cipta di perpustakaan 
Undang-Undang hak cipta 1982 memberi izin bagi perpustakaan dan 






ketentuan seperti, hasil foto kopi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan 
penelitian tidak boleh diperjual belikan, dan dapat pula digunakan untuk 
kepentingan pendidikan penelitian. Karena banyak pemakai. Karena banyak 
pemakai perpustakaan foto kopi untuk menggandakan buku (dalam artu luas) 
maka dibeberapa perpustakaan selalu dipasang peringatan-peringatan tersebut 
menyatakan bahwa pembuat foto kopi adalah orang yang bertanggung jawab 
atas segala akibat yang timbul dari proses fotocopy  buku. Jadi, bukan 
perpuastakan yang bertanggung jawab (Basuki,1993:107). 
Walaupun hak cipta merupakan hak mutlak bagi pemegang hak cipta, 
dalam kehidupan sehari-hari tidaklah selalu demikian. Karena pada hakikatnya 
undang-undang dibuat untuk melindungi pencipta dengan tidak merugikan 
masyarakat dan orang lain. 
Praktek foto kopi yang dilakukan di perpustakaan berbeda antara satu 
Negara dengan Negara lain. Di Belanda, misalnya ada ketentuan yang 
menyatakan bahwa perorangan boleh membuat foto kopi artikel singkat dan 
bagian kecil dari sebuah karya secara Cuma-Cuma. Bila foto kopi dilakukan 
oleh perusahaan maka perusahaan yang harus membayar ( basuki,1993:108). 
E. Pelanggaran Hak Cipta 
Undang-Undang Hak cipta 1982 menganggap pelanggaran hak cipta 
sebagai delik pengaduan artinya polisi baru bertindak bilamana ada pengaduan 
pihak yang dirugikan. Hal ini dianggap berat oleh berbagai pihak sehingga 
ketika Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 diperbaharui pada Tahun  1987 






menurut Undang-Undang hak cipta 1897 merupakan delik biasa. Ini berarti 
bahwa polisi akan bertindak walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang 
dirugikan. 
Pelanggaran bagi pihak yang mengumumkan atau memperbanyak sebuah 
ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta diancam hukuman penjara selama 7 
tahun penjara dan di denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah. Pelanggaran 
terhadap penyiaran, memamerkan, mencetak ulang sebuah ciptaan diancam 
hukuman penjara sebanyak 5 tahun atau di denda setinggi-tingginya 50 juta 
rupiah. Untuk ciptaan asing, hak ciptaanya akan dilindungi dengan ketentuan: 
1. Diumumkan pertama kali di Indonesia. 
2. Negara dan pemegang hak cipta asing mengadakan perjanjian 
bilateral dengan Republik Indonesia 
3. Negara dari pemegang hak cipta asing serta dalam perjanjian 
multilateral yang sama dibidang hak cipta yang diikuti oleh Republik 
Indonesia (Basuki,1993:106) 
4. Pelanggaran hak cipta menurut ketentan ikatan penerbit indoensia ( 
IKAPI) pada tanggal 15 februaru 1984 yang dikutip oleh (Wigawati 
2011:2) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 
a. Mengutip sebagaian ciptaan orang lain dan dimaksudkan 
kedalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau 
mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. 
Perbuatan ini disebut dengan plagiat atau menjiblak yang terjadi 






b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan 
dimungkinkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk 
aslinya dan bentuk isi, pencipta dan penerbit/perekam. Perbuatan 
ini disebut  dengan piracy (pembajakan) yang banyak dilakukan 
pada ciptaan berupa buku,rekaman audio/video seperti kaset lagu 
dan gambar (VCD), karena menyangku dengan masalah  
commercial scale. 
c. Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman 
adalah salah satu bentuk dan tidak pidana hak cipta yang dilarang 
dalam undang-undang hak cipta. Pekerjaanya liar, dan tidak 
diketahui orang banyak apa lagi oleh petugas hukum dan pajak. 
Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindari diri dari 
penangkapan kepolisian, para pembajak tidak akan mungkin 
menuaikan kawajiban hukum untuk membayar pajak kepada 
Negara sebagaimana layaknya warga Negara yang baik. 
F. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta 
Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia  secara  umum 
diancam hukuman penjara paling singkat asatu bulan dan paling lama tujuh 
tahun dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit 
Rp.1.000.000,00 dan paling banyak 5M. semetara, ciptaan atau barang yang 
merupakan hasil tindakan pidana tersebut dirampas  oleh Negara untuk 
dimusnahkan.pemakaian ciptaan tidak dianggap pelanggaran apabila 






terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan 
sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, 
kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ketwntuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari penciptanya (Suwarno,2011:198). 
Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran Hak cipta dalam 
Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 pasal 113 
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelannggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk 
penggunaan secara komersial dipidana penjra paling lama 1 tahun atau 
dipidana denda paling banyak rp. 100.000.00 ( seratus juta rupiah). 
2. Setiap orang yamng dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f 
dan huruf g untuk peenggunaan secara komersial dipidanadengan 
pidana penjara paling lama 3 tahun dan dipidana denda palinh banyak 
Rp. 500.000.000.00 ( lima ratus juta rupiah). 
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara 
paling lama 4 tahun dan dipidana denda paling banyak 






4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 
G. Integrasi Keislaman 
      Berdasrkan  bunyi pasal 15 huruf (a) tentang Undang-Undang Hak Cipta 
penggunaan ciptaan hak pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian 
karya ilmiah, penyusunan laporan penelitian atau tinjauan suatu masalah 
dengan tidak merugikan yang wajar dan pencipta seperti dalam Al-quran surah 
(Al-baqarah:188). 
 
َال  اِم َو كَّ ُح لَى الْ ا إِ ھَ ُوا بِ ل ُدْ ت ِل َو اِط بَ الْ ْم بِ كُ نَ یْ َ ْم ب كُ َ ال َو َْم ُوا أ ل ْكُ َأ ت
ونَ  ُم لَ َعْ ُْم ت ت َنْ أ ِم َو ثْ اْإلِ اِس بِ اِل النَّ َو َْم ْن أ ا ِم یقً ِر ُوا فَ ل ْكُ َأ ت  لِ
Terjemahnya: 
     “Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain 
diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
menemukan sebagian dari pada benda dan harta benda orang lain 
itu dengan (jalan berbuat ) dosa. Padahal kamu mengetahui   
(Dapartemen Agama RI.2009:29)”. 
Ayat diatas mengingatkan agar tidak memakai/menggunakan hak 
milikorang lain, dan memakan harta orang lain kecuali dengan persetujuan 
pemiliknya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta karya 










A. Jenis penelitian 
Jenis  penelitian ini adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. 
penelitian kualitatif adalah adalah metode penelitian yang berlandasan pada 
filsafat postivisme, digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan 
terperinci tentang penerapan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak 
cipta. 
Menurut Kirk & Niller (1988:23) penelitian kualitattif pada awalnya 
bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan 
pengamatan kuantitatif, kemudian mereka mendefinisikan bahwa metodologi 
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara 
fundamental begantung pada pengamatan pada manusai dalam kaitannya 
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 
dalam peristilahannya. Sedangkan Malenong (2005:6). Mengatakan bahwa 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahamdu 
fenomena t entang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deksripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 









B.  Tempat dan waktu Penelitian  
a. Tempat penelitian  
Lokasi penelitian ini bertempat di perpustakaan Utsman Bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo KM.5 Panaikang 
Kec. Panakkukang. Kota Makassar Sulawesi Selatan 902331. Alasan 
peneliti melakukan penelitian di perpustakaan Utsman Bin Affan 
karena perpustakaan tersebut telah menerapkan Undang- undang hak 
cipta. 
b. Waktu penelitian  
Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 April 2020 sampai 
dengan 25 Juli 2020. Tepatnya di perpustakaan Utsman Bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia. 
C.  Sumber data Penelitian 
1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara 
langsung dari sumbernya, data primer disebut juga sebagai  data asli 
atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer berupa data 
informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian 
mengenai penerapan  Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Tehnik yang digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. 








No Nama informan Jabatan  Keterangan 
1  Drs.Thalha Achmad, MM Kabag 
pengembangan & TI   
Informan I 
2 Nurlinda S.IP  Staf Pelayanan  Informan II 
3 Fajeruddin Syakir S.IP  Staf layanan 
sirkulasi   
Informan III 
 
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen seperti buku, bahan-bahan laporan, artikel, dan bahan 
literature perundang –undangan serta karangan yang ada 
hubungannya dengan judul permasalahannya. 
D. Tehnik Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan tehnik 
pengumpulan data yang di peroleh dari primer. Data primer adalah data yang 
diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara. 
1. Observasi 
Suwarno ( 2011:45) mendefinisikan bahwa observasi adalah aktivitas 
pencatatan yang dilakukan dengan cara menyusun informasi tentang hal-
hal yang dibutuhkan dalam membantu penelti yang tengah dilakukan 
mengenai peristiwa-peristiwa, perilaku, dan kajian-kajian 






tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan 
untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di perpustakaan Utsman 
Bin Affan Universitas Muslim Indonesia. 
2. Wawancara  
Menurut Sugiyono (2010:56) mengemukakan bahwa interview 
langsung ialah bertemunya antara dua orang atau lebih untuk saling 
bertukar informasi atau gagasan dengan mengemukakan sesi Tanya 
jawab agar dapat diambil kesimpulan dalam suautu pembahasan 
terntentu. Dengan menggunakan tehnik ini peneliti akan melakukan 
wawancara secara mendalam dengan tatap muka, suautu proses 
pengumpulan data untuk suatu penelitian. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui data lapangan atau dalam 
bentuk dokumentasi berupa foto yang dikumpulkan pada saat penelitian 
(Sugiyono,2009).Dokumentasi adalah untuk melengkapi data hasil 
wawancara dari observasi, metode pengumpulan data melalui 
dokumetasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi resmi yang 
terkait dengan penerapan udang-undang hak’ cipta di perpustakaan 
usman bin affan universitas muslim Indonesia. 
E. Instrumen penelitian 
Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dengan 






disesuaikan dengan metode yang digunakan. Adapun alat bantu yang akan 
penulis gunakan anatara lain: 
1. Pedoman wawancara, yaitu peneliti membuat petunjuk wawancara 
untuk memudahkan dalam berdialog dengan mendapatkan data 
tentang bagaimana cara penerepan Undang-Undang Hak citpta di 
Perpustakaan Usman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia, dalam 
pelaksanaan wawancara harus memperhatikan beberapa faktor antara 
lain meminta jawaban dari informan dalam hal ini kepala 
perpustakaan Usman Bin Affan harus bertatap muka melalui 
wawancara. 
2. Kamera handpone, yaitu alat yang penulis akan digunakan untuk 
melakukan dokumentasi sehingga informasi yang berbentuk catatan-
catatan, arsip, dokumen yang berhubungan dengan kegiatan. 
Penerapan Undang-Undang Hak cipta dalam hal ini penulis rekam 
dalam bentuk foto. 
F.   Teknik analisis data 
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 
kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti apa yang disarankan oleh 
data (lexy J. Moleong (2000).’ 
Analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan 






sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (bogdan 
dan taylor (1975). 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis yaitu analisis data 
kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan dan dalam ketegori, menjabarkan kedalam pola dan 
memilih yang mana yang penting dan akan dipelajari dan akan membuat 
kesimpulan sehingga akan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 
(sugiono,2008:89). 
Mile dan huberman seperti yang dikutip oleh (syihabuddin,2013:31 
menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif yaitu: 
1. Reduksi data 
Reduksi data merupakan suautu bentuk analisis yang menjamkan 
menggolongkan,mengarahk’’an,membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasi data dengan cara sedimikian rupa sehingga kesimpulan 
akhirnya dapat ditarik diverifikasi dengan penerapan undang—undang 
hak cipta di perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim 
Indonesia. 
2. Penyajian data  
Pada penelitian kualitatif, penyajian data merupan salah satu 
kegiatan dalam pembuatan uraian singkat,hubungan antarkategori, 
dan sebagainya agar dapat dipahami dan dianalisi sesuai dengan 








3. Penerikan kesimpulan  
Data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan 
fakta-fakta yang diperoleh di lap[angan, penarikan kesimpulan 
ditemukan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan 

























A. Gambaran Umum Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim  
Indonesia 
1. Sejarah perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 
  Keberadaan perpustakaan Universitas Muslim Indonesia seiring dengan 
kelahiran Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 23 Juni 1954, yang 
merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di bawaah 
coordinator kopertis wilayah IX dan kopertai ilay ah VIII: pada saat itu belum 
dapat disebut perpustakaan yang ideal bagi suatu perguruan tinggi, karena 
sarana dan prasarana serta koleksi buku masih terbatas. 
 Pada awalnya perpustakaan Utsman Bin Affan berlokasi di kampus 1 
Jl.kakatua No.27 Makassar. keberadaan perpustakaan Utsman Bin Affan sudah 
cukup lama, tetapi baru dikelolah secra professional dengan cara yang sangat 
sederhana sejak tahun 1976. seiring dengan perkembangan tentu harus 
dibarengi dan ditunjang dengan pengembangan perpustakaan. pada tanggal 23 
juni 1990,bertepatan milad Universitas Muslim Indonesia ke-36, perpustakaan 
pusat pindah ke kampus II yang berlokasi di Jl. Urip sumoharjo Km.05 
Makassar, ditandai dengan diresmikannya gedung perpustakaan yang berlantai 
III oleh bapak Direktur perguruaan tinggi swasta yaitu Prof.DR.Yuhara Sukra, 







 Pada tahun 1994 perpustakaan Universitas Muslim Indonesia sudah 
menggunakan system koputerisasi dengan program spisis versi Dos, tahun 
2006 program SIPISIS versi windows, yang bertujuan untuk memudahkan 
pelayanan kepada pemustaka. 
2. Visi dan misi perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim    
Indonesia 
  VISI :  
Menjadikan perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 
Indonesia sebagai pusat informasi dan dakwah dibidang IPTEK dan 
IMTAQ dalam usaha mewujudkan civitas akademika Univeristas 
Muslim Indonesia menjadi insane kamil yang yang berilmu amaliah 
dan beramal ilmiah serta mampu melaksanakan tridarma perguruan 
tinggi secara utuh, ikhlas dan penuh rasa pengabdian kepada Allah 
SWT. 
MISI: 
a. Menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi keilmuan 
dan keislaman untuk membentuk manusia yang berilmu 
amaliah,beramal ilmiah dan berakhlakul kharimah yang 
adatif,traspormatif dan inovatif. 
b. Memberikan pelayanan informasi keilmuan dan keislaman 
kepada citas akademika Universitas Muslim Indonesia, alumni 






mengajar, penelitian,pengandian kepada masyarakat, dan 
dakwah. 
c. Mengembangkan system dan metode perpustakaan digital 
dalam usaha mendukung kegiatan belajar berkelanjutan, tukar 
menukar informasi kesegatan, dan pencerdasan kehidupan 
umat. 
4. Fungsi perpustakaan Univeristas Muslim Indonesia 
 Sebagai pusat pelestarian dan penyebarluasan ilmu pengetahuan yang  
untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai khalifah penerapan undang-
undang hak cipta di perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 
Indonesia  
a. Allah yang beriman dan bertaqwa. 
b. sebagai pusat belajar,pengajaran dan penelitian 
c. sebagai pusat penyebaran informasi 
5.  Tugas perpustakaan Universitas Muslim Indonesia  
  Untuk menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi perpustakaan 
Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia mempunyai tugas pokok 
sebagai berikut:  
a. Mengelolah, mengembangkan dan menyediakan koleksi bahan  
pustaka sesuai perkembangan, baik menurut kebutuhan pengajaran, 







b. Menginformasikan bahan pustaka secara insentif 
c. Memberi pelayanan kepada pemustaka dan menyediakan fasilitas 
perpustakaan. 
d. Memelihara dan mengawetkan bahan pustaka 
e. Memproduksi sumber informasi sekunder. 
f. Meneliti kebutuhan para pemakai 
B. Penerapan Undang-Undang hak cipta di perpustakaan Utsman Bin 
Affan Universitas Muslim Indonesia 
1. Koleksi tercetak di perpustakaan Utsman Bin Affan yang  
dilindungi hak cipta  
Seluruh bahan koleksi yang berada di dalam perpustakaan tentu sudah 
disusun oleh pustakwan, beberapa orang atau badan hukum sebagai pencipta. 
Untuk melindungi karya itulah diperlukan perangkat hukum berupa Undang-
undang hak cipta. Nilai penting undang- undang hak cipta adalah untuk 
melindungi ciptaan dari upaya eksploitasi terhadap suatu karya oleh seseorang 
atau pihak lain yang tidak punya hak untuk itu keberadaan undang-undang hak 
cipta dimaksudkan untuk menghindari dari upaya penggandaan dari pihak 
yang tidak bertanggung jawab, disamping untuk merangsang masyarakat agar 
terpacu mencipta suatu karya-karya baru di bidang seni, sastra dan inovasi 
teknologi. Untuk lebih jelasnya maka peneliti menanyakan langsung pendapat 
dari informan I Bapak Thalha Achmad terkait dengan koleksi tercetak yang 






   “Semua koleksi yang berada di perpustakaan Utsman Bin Affan baik         
yang ada dilayanan umun, sirkulasi, dan referensi”. 
Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan II Ibu 
Nurlinda terkait dengan koloksi tercetak yang dilindungi hak cipta. 
“Semua koleksi yang berada di perpustakaan itu sudah dilindungi hak 
cipta maka dari itu semua koleksi yang berada di perpustakaan harus 
dijaga oleh perpustakaan”. 
 Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan III Bapak 
Fajeruddin Syakir : 
 “Seharusnya perpustakaan Utsman Bin Affan memliki perlindungan 
hak cipta dalam bentuk non cetak”. 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dari ke III informan di atas maka peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa koleksi yang berada di perpustakaan Utsman bin 
affan sudah memilki perlidungan hak cipta namun pustakawan disana memliki 
harapan dengan adanya perlindungan hak cipta non cetak sehingga. 
 Meskipun berbagai cara yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran hak cipta, tetapi ada saja ruang yag akan menjadi celah bagi orang 
yang akan melakukan pelanggaran hak cipta maka dari itu peneliti ingin 
menanyakan kepada informan I Bapak Thalha Achmad terkait dengan  
pelanggaran hak cipta diperpustakaan Utsman Bin Affan : 
 “Pernah terjadi suatu kasus dimana ada mahasiswa S2 yang sedang 
menyusun tesis melakukan plagiat yang sama persis dan tidak 
ditemukan perbedaan sama sekali terhadap tesis alumni sehingga hal 







 Selanjutnya Ibu Nurlinda selaku informan II menambahkan pendapat dari  
informan I dengan mengatakan : 
“Pelanggaran yang sering terjadi di perpustakaan yaitu pemustaka 
sering terlambat mengembalikan buku bahkan sampai ada mahasiswa 
yang ceroboh menghilangkan buku yang dipinjamkan”. 
 Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan diatas peneliti melakukan 
wawancara dengan informan III Bapak Fajeruddin Syakir yang menyatakan 
bahwa. 
 “Sebetulnya saya lebih memilih mereka memotret dibandingkan 
mereka kemudian melakukan hal seperti merobek buku, jadi sebaiknya 
mereka tidak usah untuk dilarang memotret yang jelas buku itu tetap 
utuh dan bisa digunakan oleh semua orang”. 
 
 Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan dari ketiga informan diatas dimana informan I dan II 
mengatakan bahwa diperpustakan plagiasi diperlukan untuk dapat mengurangi 
tingkat pelanggaran hak cipta. Sedangkan informan III memiliki pendapat 
tersendiri yaitu lebih mengutamakan kondisi fisik buku agar tetap utuh dan 
terjaga di bandingkan memotret yang akan menjadi pelanggaran hak cipta di 
perpustakaan maka dari itu terdapat perbedaan pendapatdari ketiga informan 
diatas. 
 Karya ilmiah termasuk dalam bagian dari koleksi perpustakaan yang 
pengawasan pihak pengelola perpustakaan yang akan difotocopy oleh 
pemustaka namun kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya 






berpeluang untuk terjadi pelanggaran hak cipta, yakni pemustaka melakukan 
hal-hal yang termasuk pelanggaran berupa memperbanyak hasil karya 
seseorang maka peneliti melakukan pertanyaan kepada Informan I bapak 
Thalha Achmad terkait dengan pengawasan karya ilmiah di perpustakaan 
Utsman Bin Affan. 
 “Undang-Undang itu berarti hak cipta sebetulnya untuk melegalisasi, 
melindungi karya seseorang baik itu person atau pun kelompok yang 
memiliki sebuah karya ilmiah sebelum di uploading pustakwan 
meminta persetujuan dari penulis untuk di uploading secara daring dan 
dapat dinikmati oleh pengguna informansi”. 
 
 Selanjutnya peneliti juga memperoleh informasi tentang pengawasan 
karya ilmiah di perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia  
dari informan  informan II ibu Nurlinda dan informan III Bapak Fajeruddin 
Syakir menambahkan pendapat dari informan I 
 
“Diperpustakaan Utsman Bin Affan sebenarnya telah upayakan dengan 
baik dari segi pengawasan bahan pustaka, tetapi harus juga 
diseimbangkan dimana pemustaka harus mengetahui bahwa koleksi 
memiliki hak cipta sehingga tidak secara bebas meminjam buku di 
perpustakaan”.  
 Dari pernyataan yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa di perpustakaan Utsman Bin Affan telah diupayakan dan 
terealisasi dengan baik. Karena para pustakawan sudah memaksimalkan 
mengenai pengawasan bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Akan 
tetapi perlu diketahui tidak hanya pihak perpustakaan yang harus menyadari 






adanya kesadaran tentang betapa pentingnya memperhatikan apabila ingin 
meminjam buku di perpustakaan. 
 Sosialisasi perpustakaan merupakan kegiatan rutin yang biasa 
dilakukan dalam satu Tahun oleh perpustakaan Utsman Bin Affan. Kegiatan 
ini bisa dikatakan agenda wajib bagi perpustakaan Utsman Bin Affan. Seiring 
pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, peran perpustakaan mesti 
seimbang dengan kemajuan teknologi. Sosialisasi perputakaan ini ditujukan 
dan diutamakan kepada mahasiswa baru Universitas Muslim Indonesia dengan 
harapan agar mahasiswa baru mampu mengenal, memahami dan mematuhi 
semua aturan yang telah ditetapkan oleh perpustakan Universitas Muslim 
Indonesia. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap informan I 
Bapak Thalha Achmad. 
“Untuk saat ini kami telah melakukann sosialisasi dan bekerja sama 
dengan pihak Universitas, pada saat penerimaan mahasiswa baru kami 
menjelaskan mengenai penerapan Undang-Undang tentang hak cipta 
dan cara-cara peminjaman buku yang dilindungi hak cipta dan kami 
selaku penglola telah memberikan himbauan secara lisan terhadap 
pemustaka yang akan melakukan peminjaman buku”. 
 Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi dari kedua informan dari 
kedua informan I dan II oleh Ibu Nurlinda dan Bapak Fajeruddin Syakir. 
“Cara lain yang kami lakukan selain melakukan sosialisasi Universitas, 
kami melakukan sosialisasi secara individual kepada pemustaka pada 
saat berkunjung keperpustakaan tentang cara peminjaman buku yang 
dilindungi hak cipta”. 
“Pihak perpustakaan sebenarnya telah melakukan beberapa cara 
penyampaian tentang penerapan Undang-Undang terhadap bahan 
pustaka yang dilindungi hak cipta, kami telah melakukanya dengan 






tanpa harus menyampaikan kembali apabila terdapat mahasiswa yang 
melakukan kesalahan”. 
 Dalam pemberian sanksi terkait dengan penerapan Undang-Undang 
hak cipta secara hukum akan diserahkan kepada pihak yang berwewenang. 
Kalau semula pelanggaran hak cipta merupakan delik pengaduan maka 
menurut Undang-Undang hak cipta 1897 merupakan delik biasa. Berarti 
bahwa polisi akan bertindak walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang 
dirugikan. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Informan II Ibu 
Nurlinda yang mengatakan bahwa. 
“Sejauh ini sanksi terbesar yang pernah terjadi di perpustakaan adalah 
penjabutan gelar, proses pemberian sanksinya dengan perpustakaan 
memberikan keterangan kepada pihak Universitas, kemudian 
Universitas yang menindak lanjuti untuk melakukan sidang mengenai 
pencabutan gelar. 
Ditambahkan oleh Bapak Fajeruddin selaku informan III berpendapat bahwa : 
“Pemberian sanksi yang biasa terjadi di perpustakaan apabila seorang 
mahasiswa menghilangkan buku maka akan diberi waktu selama 3 hari 
untuk mencari dan mengganti buku yang sama persis apabila tidak 
menemukan maka sanksinya didenda uang tunai sebesar dengan harga 
buku yang dihilangkan”. 
 Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan kedua informan diatas, 
saat ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa di perpustakaan Utsman 
Bin Affan memiliki sanksi yang berat terhadap mahasiswa yang melakukan 
pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiat koleksi referensi. Selain itu 
perpustakaan juga memberikan sanksi kepada pemustaka yang menghilangkan 
buku dengan didenda uang sebesar harga buku yang dihilangkan. Tujuan 
diadakan sanksi ini agar mahasiswa tidak sewenang-wenang melakukan 






 Hal yang perlu dilakukan pustawakan dalam menanggulangi hak cipta 
yaitu pustakawan  harus membangun budaya masyarakat untuk menghargai 
karya orang lain. Dengan adanya sikap menghargai dari masyarakat terhadap 
hasil karya seseorang. Serta pustakawan memberikan informasi tentang 
tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta, kemudian peneliti ingin 
mewawancarai Informan I tentang hal yang perlu dilakukan pengelolah 
perpustakaan dalam menanggulangi tindakan pelanggaran hak cipta. 
“  Seharusnya pustakawan harus membangun budaya masyarakat untuk 
bisa menghargai karya orang lain, dan memberikan informasi terkait 
dengan pelanggaran hak cipta”. 
Selanjutnya  informan II menambahkan pendapat dari informan I 
“ Pengetahuan pemustaka terhadap hak cipta masih kurang baik karena 
sejauh ini masih banyak pemustaka yang belum paham sehingga sejauh 
ini masih ada beberapa pemustaka yang melakukan pelanggaran hak 
cipta”. 
  Berdasarkan pendapat dari kedua informan maka peneliti dapat 
mnyimpulkan  bahwa pemustaka harus membangun budaya masyarakat 
supaya pemustaka dapat menghargai hasil karya orang lain dan memberikan 
informasi terkait dengan pelanggaran hak cipta karena masih banyak 
pemustaka yang belum paham tentang pelanggaran  udang-undang hak cipta, 
dengan memberikan informasi tersebut pustakawan berharap tidak ada lagi 
yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut.  
 Adapun hal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu 
minimnya informasi terhadap pustakawan, karena kurangnya pengetahuan 






perpustakaan, sedangkan tindakan pelanggaran hak cipta tidak akan mudah 
untuk dicegah namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara 
menghindari berbagai hal yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran 
hak cipta. Kemudian peneliti ingin mengetahui terkait dengan hal yang 
mempengaruhi pelanggaran hak cipta maka peneliti ingin mewawancarai 
informan II ibu Nurlinda. 
 “Minimnya pengetahuan pemustaka tentang penerapan Undang-Undang 
hak cipta   yang telah diterapkan”. 
 Selanjutnya bapak Fajeruddin Syakir selaku informan III menambahkan 
pendapat Ibu Nurlinda selaku Informan II. 
“Hal mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu  miminya  
kesadaran contohnya seseorang dengan sengaja memfotocopy hasil 
karya orang lain tanpa sepengetahuan sang pencipta, hal ini 
menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak 
cipta yaitu kesadaran untuk menghargai karya orang lain”. 
   Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas maka peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak 
cipta penyebabnya berada pada pemustaka itu sendiri karena pemustaka 
kurang kesadaran akan hal informasi yang telah diterapkan oleh pihak 
perpustakaan bahkan pustakawan telah menyampaikan dalam berbagai macam 
namun masih saja acuh dan tetap membuat kesalahan. Memfotocopy buku 
sudah termasuk pelanggaran hak cipta yang sangat fatal sebab hal tersebut 
menunjukkan adanya rasa tidak menghargai karya orang lain. 
 Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi kepada informan II dan III 






“ Pengalaman saya selama bekerja di perpustakaan yaitu masih banyak 
pemustaka yang belum paham tentang pelanggaran hak cipta di 
perpustakaan, sedangkan kami pustakawan sudah melakukan berbagai 
bentuk cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta”. 
Kemudian bapak fajeruddin menambahkan pendapat ibu Nurlinda  
   “Selama saya bekerja di perpustakaan yang saya lihat skripsi yangberada 
diperpustakaan judulnya sama tetapi tempat peneltian yang berbeda dan 
isinya hampir sama”. 
        Kemudian peneliti dapat memyimpulkan dari pendapat kedua informan 
diatas bahwa masih banyak pemustaka yang belum sadar dengan adanya 
pelanggaran hak cipta tersebut. Maka dari itu pustakawan harus menjaga 
koleksi yang berada di perpustakaan dengan baik supaya tidak terjadi 
pelanggaran hak cipta. 
 Pemustaka bisa saja melakukan pelanggaran hak cipta secara tidak 
sengaja, apabila hal tersebut terjadi tindakan yang harus dilakukan terhadap 
pemustaka tersebut adalah dengan memberikan peringatan terkait dengan 
penerapan undang-undang hak cipta sehingga pemustaka tersebut dapat 
memahami apa saja yang menjadi batasan-batasan hak cipta, sehingga 
pemustaka tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama. Kemudian peneliti 
ingin mewawancarai Bapak Thalha Achmad selaku Informan I tentang 
tindakan yang dilakukan pemustaka dalam melakukan pelanggaran hak cipta. 
 “ Seharusnya pemustaka mematuhi peraturan udang-undang hak cipta 
sebagai     apresiasi dalam menghargai karya orang lain. 






“ Pemberian sanksi kepada pemustaka yang melakukan pelanggaran 
hak cipta tersebut sebagai peringatan untuk tidak membuat 
kesalahan agar tidak  merugikan orang lain”.  
 Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa kita harus mejaga dan mematuhi peraturan Undang-
Undang hak cipta yang telah diterapkan supaya tidak ada lagi pelanggaran hak 
cipta dan tidak dapat merugikan orang lain.   
C. Hambatan-Hambatan  dalam Penerapan Undang-Undang No.28 
Tahun 2014 di perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 
Indonesia 
 Pada dasarnya setiap organisasi termasuk perpustakaan pasti memiliki 
hambatan dalam mencapai tujuan termasuk dalam penerapan Undang-Undang 
hak cipta. 
1. SDM ( Sumber Daya Manusia) 
Dalam menerapkan undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 di 
perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia ada beberapa 
hal yang menghambat proses penerapan undang-undang tersebut, dan untuk 
mmengetahui proses penghabatan tersebut maka peneliti melakukan 
wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap akan memberikan 
solusi terhadap permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan terhadap ibu Nurlinda S,IP beliau memberikan penyataan bahwa: 
“ Kalau hambatan yang paling utama yaitu manusia yang selalu 
menjadi persoalan. Manusia itu harus di edukasi secara pribadi, 






Negara dan sebuah masyarakat pasti akan berimplikasi terhadap 
penghargaan hak cipta. Akses yang dimiliki masyarakat dan 
kemampuan ekonomi,dan pendidikan, maksudnya bukan tingkat 
pendidikannya yang rendah tetapi pola fikirnya yang rendah sehingga 
dia tidak bisa menghargai karya seseorang”. 
 
Kemudian bapak Fajeruddin menambahkan mengenai hambatan dalam 
penerapan Undang-Undang hak cipta. 
“ hambatan bukan terletak pada perpustakaan saat ini perpustakaan 
telah maksimal tinggal bagaimana pustakawan yang harus lebih 
memahami mengenai penerapan Undang-Undang itu sendiri karena 
yang memahami betuk itu hanya dari alumni jurusan ilmu 
perpustakaan sedangkan kami di perpustakaan tidak semua berasal 
dari jurusan ilmu perpustakaan lebih baiknya ditambambahkan lagi”. 
 
Berdasarkan pemaparan dari kedua informan maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang faham 
tentang pemaparan Undang-Undang karena dominan tenaga perpustakaan 
tidak berasal dari jurusan ilmu perpustakaan. Serta akses yang dimiliki 
masyarakat dengan kemapuaan ekonomi dan pendidikan, bukan dimaksudkan 
tinggat pendidikan yang rendah akan tetapi pole fikir mereka yang rendah 
sehingga tidak bisa menghargai karya orang lain dengan melakukan plagiasi 
secara bebas. 
2. Sarana dan prasarana  
Sebuah perpustakaan akan berjalan sebagaimana mestinya apabila 
didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Kemudian peneliti 
mendapatkan informasi mengenai sarana prasana dalam penerapan Undang-






“ Seperti yang kita ketahui sekarang itu kemajuan teknologi semakin 
pesat, sehingga orang-orang bisa mengakses informasi dengan 
menggunakan Smartphonenya”. 
Selanjutnya peneliti akan mengetahui hal apa yang perlu dilakukan 
pengelola perpustakaan dalam menanggulangi tindakan pelanggaran 
hak cipta (menggandakan dengan cara fotocopy atau memotret)”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Ibu Nurlinda 
memberikan pernyataan bahwa: 
“Mengenai himbauan dilarang memotret yang terpasang ditembok 
perpustakaan, dengan meningkatnya atau berkembangnya informasi 
teknologi memotret itu sudah agak sulit untuk dilarang, sehingga kita 
membutuhkan ruangan yang besar dan koleksi yang lebih banyak 
serta pengelola yang lebih banyak. Maka tentu memotret tidak lagi 
sebuah keharaman begitu sebetulnya”. 
 
Dari hasil wawancara yang didapatkan dari kedua informan maka peneliti 
akan mengambil kesimpulan bahwa kegiatan menggandakan karya baik 
dengan cara fotocopy atau pun memotret merupakan hal yang sulit untuk 
dihindari mengingat bahwa penyediaan buku diperpustakaan tidak selalu dapat 
mengimbangi jumlah pengguna yang besar. Dengan demikian fotocopy atau 
pun memotret di perpustakaan ini dianggap sebagai hal yang lumrah, namun 
tetap disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana peraturan tentang Undang-
Undang hak cipta yang memperbolehkan kegiatan menggandakan dengan 









D. Pembahasan    
1. Penerapan undang-undang No.28 Tahun 2014 di perpustakaan 
Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia  
a. Penerapan undang-undang No.28 Tahun 2014 di Perpustakaan 
 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu 
Perlindungan hak cipta dilakukan dengan penerapan aturan di berbagai Negara 
sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dibidang tertentu diberlakukan 
selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 
 Penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014 belum sepenuhnya 
diterapkan diperpustakaan Utsman Bin Affan contoh penggandaan buku 
seperti yang tertera pada pasal 47 dijelaskan bahwa setiap perpustakaan atau 
lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat satu salinan 
ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta hanya akan digunakan untuk 
tujuan pendidikan dan penelitian. Akan tetapi berbeda dengan perpustakaan 
Utsman Bin Affan yang belum menerapkan hal tersebut. 
b. Hak cipta 
 Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan yang 
hanya terdapat dalam pikiran, karena karya atau ciptaan yang lahir 
berdasarkan kemampuan, kreaativitas, keahlian sehingga ciptaan itu dapat 






 Hal ini bertentangan dengan pendapat Suwarno pada Tahun 2011 yang 
mengatakan bahwa hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup 
gagasan umum, konsep, fakta gaya atau tehnik yang mungkin terwujud dan 
mewakili di dalam cipta. 
 Berdasarkan pembahasan tentang penerapan Undang-Undang hak cipta 
No.28 Tahun 2014 di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perpustakaan 
sebagai pusat melayangkan karya maupun koleksi tercetaknya, oleh karenaitu 
penerapan undang-undan hak cipta sangat diperlukan untuk melindungi karya 
tersebut dari kegiatan plagiasi maupun hal lainnya yang termasuk dalam 
pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini sangat bermamfaat namun pada 
penerapannya belum bisa dikatakan karena masih ada sejumlah pemustaka di 
perpustakaan ini belum bisa dikatakan karena masih ada sejumlah pemustaka 
di perpustakaan ini yang belum mengetahui tentang undang-undang tersebut. 
Maka dari itu perlu adanya informasi yang lebih signifikan mengenai 
ketentuan undang-undang hak cipta di perpustakaan agar pemustaka dapat 
terhindar dari hal yang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.  
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan undang-undang No.28 tahun 
2014 di perpustakaan di perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 
Muslim Indonesia dalam melindungi hak cipta 
a. Sumber daya manusia  
 Berdasarkan hasil penelitian yang peroleh di perpustakaan Utsman Bin 
Affan bahwa hambatan yang paling utama yaitu manusia  itu sendiri, karena 






maju atau semakin berkembangnya zaman. Selain itu kurangnya akses yang 
dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan baik dari segi ekonomi, pendidikan, 
dalam artian kurangnya pemahaman tentang menghargai karya seseorang. 
 Hal ini bertentangan dengan pendapat William R Trecey pada Tahun 2005 
yaitu suatu stategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan 
dalam mengelola manusia ( karyawan) agar memilih kinerja usaha yang 
maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk 
memperoleh tujuan yang akan ditentukan. 
 Dengan minimnya informasi terhadap pustakawan, karena kurangnya 
pengettahuan mengenai penerapan Undang-Undang hak cipta yang telah 
diterapkan di perpustakaan, sedangkan tindakan pelanggaran hak cipta tidak 
akan mudah untuk dicegah namun hal tersevut dapat diminimalisir dengan 
cara menghindari berbagai hal yang dapat mempengaruhi terjadinya 
pelanggaran hak cipta. 
b. sarana dan prasarana 
seperti  yang kita ketahui bahwa kita telah memasuki era industry 4.0 
yang dimana kemajuan teknologi semakin pesat, dengan kemajuan teknologi 
ini berdampak juga di pengelola perpustakaan karena memudahkan orang-
orang untuk megakses informasi dengan mudah di smartphonenya. 
Hal ini berkaitan dengan pendapat Tulus Widodo pada Tahun 2009 
adapun yang dimaksud dengan sarana dan prasarana bagi sebuah perpustakaan 
meliputi gedung, perabot, dan peralatan. Prasarana perpustakaan adalah 






anatara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan, sedangkan 
sarana perpustakaan adalah peralatan atau perabot yang diperlukan untuk 
mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan 





















BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasul penelitian dan pembahasan tentang “ penerapan Undang-
Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta di perpustakaan Utsman bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia” maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu 
sebagai berikut: 
1.  Penerapan undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta di 
perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia telah 
diterapkan, dalam hal ini pengelolah perpustakaan menyadari adanya 
dan pentingnya undang-undang tersebut dan tidak merugikan orang 
lain. Sangat penting bahwa apabila pihak pengelolah perpustakaan 
mengerti tentang tanggung jawab tersebut maka kemudian pihak-pihak 
yang dimaksud juga akan menginformasikan hal tersebut terhadap 
pemustaka yang dating ke perpustakaan terkait dengan masalah 
penggandaan koleksi pada perpustakaan baik itu dilakukan dengan cara 
fotocopy ataupun memotret, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran 
hak cipta selama kegiatan tersebut diminimnalisir dengan pertimbangan 
bahwa karya yang di gandakan tersebut dibatasi sebanyak dua lembar 
eksemplar. Selain itu perlu diperhatikan bahwa apabila ingin mengutip 






pemustaka harusnya paham akan hal tersebut dan menghindari 
pelanggaran yang dimaksud. 
2. Hambatan-hambatan perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 
Muslim Indonesia dalam menerapkan Undang-Undang hak cipta 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, 
pendidikan, teknologi dan ekonomi. Beberapa hal tersebut merupakan 
pemicu terjadinya pelanggara hak cipta, beberapa faktor yang menjadi 
hambatan penerapan undang-undang hak cipta tersebut peneliti dapat 
menguraikan sebagai berikut: a) Sumber daya manusia, yang termasuk 
di dalamnya yaitu tingkat pengetahuan  pemustaka masih rendah, dan 
ketidaktahuan pengguna tentang pelanggaran hak cipta dan dapat 
mendorong seseorang itu melakukan pelanggaran- pelanggaran yang 
dimaksud yaitu menggandakan buku ataupun karya Ilmiah secara 
keseluruhan Sarana dan prasarana seperti yang kita ketahui bahwa kita 
telah memasuki era revolusi industry 4.0 dimana kemajuan tehnologi 
yang semakin pesat.kemajan tehnologi ini berdampak juga di 
pengelolaan perpustakaan karna memudahkan orang untuk mengakses 
informasi secara mudah. Sebagaimana peraturan tentang perundang-
undangan hak cipta membolehkan kegiatan menggandakan buku 
dengan syarat kepentingan pendidikan, penelitian dan karya yang 
digunakan tidak digunakan secara keseluruhan . namun pada 
penerapannya kegiatan menggandakan karya baik dengan cara fotocopy 






berbagai cara dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak 
cipta, namun tetap saja selalu ada ruang-ruang yang menjadi celah bagi 
orang-orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta. 
Penerapan undang-undang hak cipta di perpustakaan ini telah 
diterapkan, namun pada kasus pelanggaran hak cipta bukanlah 
wewenang dari pihak perpustakaan untuk memberikan sanksi. 
Melainkan hal tersebut akan ditangani oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan secara hukum. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikumukakan di atas, peneliti 
memberikan saran atau masukan sebagai usaha untuk meningkatkan 
pemahaman menganai hak cipta yaitu sebagai berikut: 
1. Pengolola perpustakaan harus lebih tegas dalam menerapkan 
undang-undang hak cipta sehingga pemustaka tidak akan berani 
melanggaran apa yang sudah menjadi peraturan perpustakaan, karena 
sikap pengelola perpustakaan yang kurang tegas, sehingga tidak 
mematuhi aturan yang telah dibuat. 
2. Pengelolah perpustakaan harus melakukan pengawasan tergadap 
pemustaka yaitu ketika suatu undang-undang telah diterapkan maka 
harus diiringi dengan tindakan. Kemungkinan suatu pelanggaran 
akan terjadi apabila pihak pengelola dan pemustaka tidak bekerja 
sama dengan baik, jika pengelola lalai dalam mengawasi pemustaka 
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